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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, telah dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia 

adalah negara hukum. Terwujudnya negara hukum akan dapat direalisasikan 

bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar didasarkan 

pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi.1 Dengan dianutnya 

prinsip negara hukum, maka konsekuensinya adalah setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh alat perlengkapan negara maupun yang dilakukan oleh para 

warga negara, haruslah berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum positif yang 

berlaku. 

Oleh sebab itu dalam melaksanakan asas desentralisasi berdasarkan 

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

pemerintah menggunakan Produk Hukum Daerah sebagai instrumen dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran dari peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Karena melalui Produk Hukum Daerah, 

kebijakan daerah yang memuat aspirasi masyarakat akan dirumuskan sesuai 

dengan kewenangan daerah otonom. 

 
1Haposan Siallagan, Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia, Jurnal 

FHHKBP Nommensen Medan, Juli 2016. 
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Walaupun daerah otonom diberi kewenangan untuk membentuk produk 

hukum daerah yang memuat materi muatan lokal,2 perumusan kebijakan 

kedalam Produk Hukum tetap harus sesuai dengan asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Sehingga maksud dan tujuan serta substansi 

dari rancangan Produk Hukum Daerah, harus sesuai pula dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila hal ini terpenuhi, 

keberlakuan Produk Hukum Daerah tersebut tidak hanya dari sisi yuridis 

semata tetapi juga berlaku dari sisi sosiologis dan filosofis. Ada 2 (dua) sifat 

dari produk hukum daerah, selain berupa peraturan juga ada yang berbentuk 

penetapan.3 Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan, merupakan 

keputusan kepala daerah yang  bersifat konkrit, individual, dan final. Akibat 

hukum dari penetapan ditegaskan Ridwan HR:  

Tindakan  hukum  administrasi  adalah  suatu  pernyataan  kehendak  

yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, 

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang 

administrasi negara. Akibat-akibat hukum  yang  lahir  dari  tindakan  

hukum  adalah  akibat-akibat  hukum  yang memiliki relevansi dengan 

hukum, seperti het scheppen van nieuwe, het wijzigen ofhet  opheffen  

van  een  bestande  rechtsverhouding  (penciptaan  hubungan  hukum 

baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada).4 

 

Dengan akibat hukum sebagaimana ditegaskan Ridwan HR, maka 

Kepala Daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan 

 
2Lihat Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 
3Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
4Lihat Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, 2013, hal.110.  
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

dalam membentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Namun 

demikian tidak tertutup kemungkinan, para pihak yang terkena keputusan 

tersebut akan menguji ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang mana menurut 

Prof.  Dr.  B.  Lopa,  SH  dan  Dr.  A.  Hamzah, S.H berpendapat bahwa 

unsur sengketa Tata Usaha Negara adalah : 

1. Subjeknya atau pihak yang bersengketa orang atau badan hukum privat 

di satu  pihak dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak.  

2. Objek  sengketa  ialah  keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang 

dikeluarkan oleh  badan atau pejabat Tata Usaha Negara.5 

Berdasarkan hal tersebut pengujian terhadap Keputusan ke PTUN, juga 

dialami oleh Pemerintah Kabupaten Merangin terkait dengan pemilihan 

kepala desa secara langsung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Desa. Materi yang digugat para pihak tersebut, selain 

terkait dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga 

dilakukan terhadap Keputusan Bupati Merangin dalam Pengangkatan Kepala 

Desa, Padahal untuk mengangkat Kepala Desa, Bupati Merangin telah 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pencalon, Pemilihan, Pengangkatan, 

Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa. 

Hal di atas dapat dimaklumi, karena dalam pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah 

 
5B. Lopa  dan  A.  Hamzah,  Mengenal  Pradilan  Tata  Usaha  Negara,  Penerbit Sinar 

Grafika, Jakarta, 1992, hal.2. 
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dirumuskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, 

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Sehingga Keputusan Bupati merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata 

Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari keputusan tersebut. 

Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas 

menurut Yuslim maka Keputusan Tata Usaha Negara mengandung beberapa 

unsur, yaitu sebagai berikut:  

1. Penetapan Tertulis; 

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; 

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 

4. Bersifat konkrit, individual dan final; 

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.6 

Adapun Keputusan Bupati Merangin yang digugat di PTUN Jambi 

adalah Keputusan Bupati Merangin Nomor 703/DPMD/2017 tentang 

Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Terpilih Dan Pengangkatan Pejabat 

Kepala Desa Terpilih Dalam Kabupaten Merangin Periode 2017–2023 

tertanggal 16 November 2017. Sebagai objek sengketa dalam Keputusan 

Bupati Merangin ini, berada pada urutan ke-12 (dua belas) atas nama Zulkifli 

 
6Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika Jakarta, 2015,  

hal.47. 
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yang diangkat sebagai Kepala Desa terpilih Desa Bukit Batu Kecamatan 

Sungai Manau Kabupaten Merangin.Yang mana pemilihan kepala desa Bukit 

Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin tersebut di ikuti oleh 3 

(tiga) orang calon kepala desa yaitu; M. Sanin 214 suara, Zulkifli (Wung) 288 

suara, Zulkifli (Usi) 160 suara. 

Pihak yang dirugikan atas diterbitkanya KTUN tersebut kemudian 

mengajukan Gugatan ke PTUN Jambi pada tanggal 17 November 2017 

dengan Nomor Perkara: 21/G/2017/PTUN.JBI. yang mana Penggugat yaitu 

M. Sanin dalam gugatannya mendalilkan, penerbitan Keputusan Bupati 

Merangin cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan yang lebih 

tinggi dan bertentangan dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik 

(AUPB). Menurut Penggugat, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 

oleh BPD cacat hukum dan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara telah 

terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan. Sementara 

Tergugat dalam hal ini Bupati Merangin menolak dalil-dalil Penggugat. 

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa seharusnya yang digugat 

adalah BPD yang menetapkan Keputusan Pembentukan Panitia Pemilihan 

Kepala Desa sehingga gugatan Penggugat salah objek (eror in objekto). 

Sedangkan untuk kecurangan panitia, telah diselesaikan oleh Panitia 

Pengawas Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupatan, di mana Penggugat 

tidak dapat membuktikan adanya kecurangan oleh Panitia Pemilihan. 

Terhadap kasus posisi di atas, Majelis Hakim PTUN Jambi dalam 

Putusan Nomor 21/G/2017/PTUN.JBI menyatakan bahwa mengabulkan 
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Gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan Batal Surat Keputusan 

Bupati Merangin Nomor 703/DPMD/2017 tanggal 16 Nopember 2017. Atas 

putusan ini, Bupati Merangin mengajukan banding ke PT TUN Medan, yang 

justru menguatkan Putusan PTUN Jambi melalui Putusan Nomor 

123/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Agustus 2018. Namun  pada tingkat 

Kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 11/ 

K/TUN/2019 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 

123/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Agustus 2018 yang menguatkan 

Putusan PTUN Jambi Nomor 21/G/2017/PTUN.JBI tanggal 11 April 2018. 

Dari uraian diatas, terlihat adanya penafsiran yang berbeda dari majelis 

hakim sehingga sangat menarik untuk dikaji secara yuridis bagaimana 

keberlakuan keputusan Bupati Merangin Tentang Pengangkatan Kepala Desa 

Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia dalam memutuskan sengketa pemilihan Kepala Desa 

yang penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Kedudukan 

Keputusan Bupati Merangin Tentang Pengangkatan Kepala Desa Dalam 

Sengketa Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Di Kabupaten 

Merangin”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan yang 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pengangkatan kepala desa hasil pemilihan secara 

langsung di Kabupaten Merangin ? 

2. Bagaimana keberlakuan keputusan Bupati Merangin Tentang 

Pengangkatan Kepala Desa setelah adanya putusan hakim ? 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk  mengetahui proses pengangkatan kepala desa hasil pemilihan 

secara langsung di Kabupaten Merangin; 

b. Untuk Mengetahui keberlakuan keputusan Bupati Merangin Tentang 

Pengangkatan Kepala Desa setelah adanya putusan hakim. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

a. Secara akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan 

ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara; 

b. Secara praktis, dapat bermanfaat bagi pejabat TUN yang memiliki 

kewenangan dalam membuat Keputusan, sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum yang bersifat 

penetapan. 
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D. Kerangka Konseptual 

Guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu 

lah disimak pengertian beberapa konsep di bawah ini, agar tidak terjadi 

kesalahan penafsiran, sebagai berikut: 

1. Kedudukan Keputusan 

Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hukum adalah 

perbuatan hukum yang bersifat hukum publik yang mana menurut S. 

Sybenga hanya mengakui adanya perbuatan hukum publik yang bersegi 

satu, artinya hukum publik itu lebih merupakan kehendak dari satu pihak 

saja yaitu pemerintah.7 Karena  wewenang  untuk  berbuat selalu  

berdasarkan  pada  suatu ketentuan dalam peraturan hukum Tata Usaha 

Negara, serta bersifat sepihak yang melahirkan suatu  hubungan  hukum  

antara  penguasa  dengan  warga  masyarakat. 

2. Keputusan  

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

sebagaimana telah diubah menjadi  Undang–Undang Nomor  51 Tahun 

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah dirumuskan bahwa 

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi 

tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, final dan 

 
7SF. Marbun dan Moh. Mahmud MD, Pokok-Pokok Hukum Admnistrasi Negara, 

Yogyakarta, 2011, hal. 70. 
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tindakan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 

hukum perdata. 

3. Kepala Desa 

Kepala Desa atau sebutan lainya adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 

rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.8 

E. Landasan Teori 

Untuk menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian, penulis 

menggunakan teori-teori yang terkait dengan kewenangan pemerintahan dan 

syarat sahnya keputusan pejabat tata usaha negara, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Kewenangan Pemerintahan 

Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menjalankan 

kewenangan pemerintahan, bukan saja akan bersentuhan dengan 

Hukum Pidana semata melainkan juga berhubungan dengan Hukum 

Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Dalam konteks ini, baik 

negara, provinsi maupun kabupaten, dipandang sebagai badan hukum 

publik yang kedudukannya sama dengan manusia sebagai subjek 

hukum. Oleh karena itu, baik negara, provinsi maupun kabupaten dapat 

 
8Lihat pasal 1 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 tahun 2016 

tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan 

Perangkat Desa. 
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pula mempunyai harta kekayaan, sehingga dapat berkedudukan sebagai 

penggugat dan tergugat dalam hubungan keperdataan.9 

Selain itu, ketika badan hukum publik membuat peraturan dan 

menetapkan keputusan, maka kedudukannya adalah sebagai 

kewenangan pemerintahan yang dijalankan Pejabat TUN. Dengan 

demikian, jelaslah bahwa perbuatan Pejabat TUN selain tunduk pada 

hukum publik juga tunduk pada hukum privat.10 

Sebagai Badan Hukum Publik, maka negara, provinsi dan 

kabupaten merupakan organisasi jabatan. Jabatan di sini, merupakan 

lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan untuk kepentingan umum 

dan berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan 

kewajiban, sehingga diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dianggap bahwa 

yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan 

membuat peraturan-peraturan.11 Yang mana Perbuatan hukum jabatan, 

dilakukan melalui pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan. 

Dengan demikian pejabat hanya menjalankan kewenangan, yang 

memiliki kewenangan adalah jabatan.12 

Jabatan yang memiliki kewenangan pemerintahan, perolehannya 

didasarkan atas tiga cara yakni diperoleh melalui atribusi, dan delegasi 

 
9Untuk lebih jelasnya tentang konsepsi yuridis Badan Hukum, baca Salim HS, 

Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika,Yokyakarta, 2005, hal.23-31. 
10Lihat Ridwan, HR, Op.Cit, hal.72-90. 
11Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2008, hal.64.  
12E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan Kedelapan, 

Ichtiar, Jakarta, 1985, hal.187-188. 
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serta dapat pula diperoleh melalui mandat. Definisi dari ketiga bentuk 

ini, dijelaskan Ridwan yang mengutip pendapat H.D van Wijk/Willem 

Konijnenbelt sebagai berikut: 

a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 

undang-undang kepada organ pemerintahan; 

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; 

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan 

kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.13 

Selanjutnya dijelaskan oleh Stroink, bahwa antara atribusi dengan 

delegasi sangat erat kaitannya, sebab atribusi berkenaan dengan 

penyerahan wewenang baru, karena itu setiap delegasi selalu didahului 

oleh atribusi.14 Pendapat ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 12 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menegaskan tentang Atribusi sebagai berikut: 

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang 

melalui Atribusi apabila: 

a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan/atau undang-undang; 

b. Merupakan Wewenang baru dan sebelumnya tidak ada; dan 

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan. 

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempeoleh Wewenang 

melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. 

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dan/atau undang-undang. 

 
13Ridwan, HR, Op.Cit, hal.102. 
14Ibid, hal.102. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa tidak setiap 

kewenangan yang diperoleh dari atribusi dapat didelegasikan. Adapun 

syarat-syarat untuk adanya delegasi, dikemukakan latif dengan mengutip 

pendapat M. Hadjon sebagai berikut: 

Pertama, delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. 

Kedua, delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 

ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga, 

delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki 

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. Keempat, 

kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans 

berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 

wewenang tersebut. Kelima, peraturan kebijakan (beleidsregelen), 

artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang 

penggunaan wewenang tersebut.15 

 

Berbeda dengan Mandat, di mana tidak terjadi pemberian 

kewenangan kepada pihak lain. Menurut Latif, pejabat yang diberi 

mandat akan bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat.16 

2. Syarat sahnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara 

Sebagai suatu negara yang menganut prinsip negara hukum, maka 

agar sesuai dengan nilai demokrasi perlu diselenggarakan oleh lembaga 

pemerintahan yang bertanggungjawab.17 Untuk itu kaedah-kaedah 

hukum positif, menjadi acuan bagi Pejabat TUN dalam melakukan 

tindakan hukum baik di bidang hukum keperdataan maupun hukum 

publik. Prinsip ini sering dirumuskan dengan ungkapan “Het beginsel 

 
15Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Prenada 

Media Group, Jakarta, 2014, hal.14. 
16Ibid, hal.16. 
17Miriam Budiarjdo, Op. Cit, hal.121-122. 
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van wetmatigheid van bestuur” yakni prinsip keabsahan 

pemerintahan.18 

Apabila tindakan Pejabat TUN telah didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka tidak mungkin akan terjadi 

penyalahgunaan wewenang dan perbuatan sewenang-wenang dari 

Pejabat TUN. Hal ini dikarenakan, wewenang yang diberikan kepada 

Pejabat TUN selalu disertai dengan tujuan dan maksud seperti 

dijelaskan Latif: 

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang 

kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu 

disertai dengan “tujuan dan maksud diberikannya wewenang itu, 

sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan 

maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan 

wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” 

pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalagunaan 

wewenang (detournement de pouvoir).19 

 

Menurut van der Pot, ada empat syarat yang harus dipenuhi agar 

keputusan (yang disebutnya sebagai ketetapan) dapat berlaku sebagai 

keputusan yang sah yakni: 

1. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berwenang 

(bevoegd) membuatnya; 

2. Karena ketetapan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), 

maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan 

yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming). 

3. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam 

peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga 

memperhatikan cara (prosedur) membuat ketetapan itu, bilamana 

cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 

4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan 

peraturan dasar.20 
 

 
18Ridwan, HR, Op.Cit, hal.91. 
19Abdul Latif, Op.Cit,  hal. 20. 
20E. Utrecht, Op.Cit,  hal. 99-100.  
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Pendapat di atas, juga sama dengan Purbopranoto. Hanya saja 

Purbopranoto lebih memperincinya menjadi syarat materil dan formil 

agar keabsahannya bukan saja menurut hukum tetapi juga memiliki 

kekuatan hukum seperti dirincinya sebagai berikut: 

a. Syarat-syarat materil terdiri dari: 

1) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus 

berwenang; 

2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), 

maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-

kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de 

wilsvorming), seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau 

suap (omkoping), kesesatan (dwaling); 

3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu; 

4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar 

peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu 

harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 

b. Syarat-syarat formal terdiri atas: 

1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan 

dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya 

keputusan harus dipenuhi; 

2) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

dikeluarkannya keputusan itu; 

3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan harus 

dipenuhi; 

4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang 

menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu 

harus diperhatikan.21 

 

Berdasarkan uraian di atas, jika pembuat keputusan tidak 

berwenang, maka keputusan menjadi batal demi hukum sehingga 

keputusan dianggap tidak pernah ada. Pembatalan keputusan berlaku 

surut sampai waktu sebelum keputusan dikeluarkan.22 Tidak 

berwenangnya Pejabat TUN, dapat berupa tidak berwenang dari segi 

 
21Ridwan, HR, Op.Cit, hal.162. 
22Lihat E. Utrecht, Op. Cit, hal.100-101. 
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wilayah, tidak berwenang dari segi waktu, dan tidak berwenang dari segi 

materi.23 

F. Metode Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan metodologi penelitian, 

maka  peneliti mempergunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Tipe Penelitian  

Tipe dari penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian yuridis normatif 

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum dan doktrin-doktrin hukum.24 Tipe penelitian ini mengkaji 

Keputusan Bupati Merangin terkait dengan pengangkatan Kepala Desa, 

dari sisi asas atau kaedah dalam pembentukan produk hukum. Untuk itu, 

kajiannya akan mengarah kepada pertimbangan hukum majelis hakim. 

2. Pendekatan yang digunakan  

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach). Yakni Ilmuan 

hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian 

terhadap produk-produk Hukum.25 

b. Pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Yaitu penelitian 

terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi 

hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.26 

c. Pendekatan Kasus (case approach). 

 
23Ridwan, HR, Op. Cit, hal.113. 
24Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet.1, Mandar Maju, 

Bandung, 2008, hal.90. 
25Ibid, hal.92. 
26Ibid., 
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c. Alat Pengumpulan Data  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

denganmenelaah dokumen-dokumen yang berhubungan atau yang ada 

kaitannya dengan sengketa TUN pemilihan kepala desa seperti Berita 

Acara Panitia Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Putusan 

Hakim TUN Jambi, Putusan Hakim Tinggi TUN dan Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung. 

d. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder berupa Keputusan 

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Keputusan BPD, Keputusan Bupati, 

termasuk Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Putusan Hakim 

Tinggi Tata Usaha Negara, Putusan Mahkamah Agung serta hasil 

penelitian keperpustakaan. 

1) Bahan Hukum Primer  

Yaitu terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 

berkenaan dengan penulisan skipsi ini. 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi 

Pemerintahan; 

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
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Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

f) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan 

Tata Cara Pencalon, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian 

Kepala Desa Dan Perangkat Desa; 

g) Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pemilihan Kepala Desa Serentak. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu terdiri dari literatur-literatur atau jurnal ilmiah yang berkenaan 

dengan skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier  

Yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kemudian ada juga yang didapatkan dari hasil wawancara langsung. 

e. Analisis Data  

Dari data sekunder yang dikumpulkan, maka dengan logika berpikir deduktif 

dilakukan seleksi dan diolah yang selanjutnya dilakukan analisis dengan 

memaparkan apa adanya (deskriptif). Dengan demikian, akan terjawab 

permasalahan dalam penelitian. 
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G. Sistematika Penulisan  

Tulisan ini terdiri dari empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab dan masing-masing sub bab mempunyai  keterkaitan antara satu  sama 

yang lainnya.  Untuk  mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai 

pembahasan dalam skripsi ini, akan dikemukakan sistematikanya sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab  ini, penulis menjelaskan tentang fakta-fakta empiris yang 

terjadi dalam pemilihan kepala desa secara langsung di Kabupaten Merangin, 

mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan berupa Keputusan 

Bupati Merangin. Pada bab ini juga dimuat perumusan  masalah,  tujuan  

penelitian,  manfaat  penelitian, landasan konsepsional,  landasan  teoritis,  

metode  penelitian,  dan sistematika  penulisan.  

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN KEPUTUSAN 

KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYELESAIAN 

SENGKETA TERHADAP PILKADES SECARA LANGSUNG 

 

Pada bab  ini, penulis menjelaskan kedudukan keputusan kepala daerah 

dalam pengangakatan kepala desa dalam sengketa pilkades dan mekanisme 

pemilihan kepada desa yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. 

Dan juga dalam bab ini, akan menjelaskan tentang Peranan BPD dan Panitia 

Pemilihan Kepala Desa, Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara 

Langsung dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung. 
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BAB III KEDUDUKAN KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN 

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA DALAM SENGKETA 

PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MERANGIN 

 

Pada bab ini, penulis menjelaskan hasil penelitian yang didasarkan atas 

data sekunder. Data sekunder, penulis peroleh berupa berkas pemilihan 

Kepala Desa, baik berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa maupun 

keputusan BPD, Berita Acara Panitia Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Kepala Desa dan Bupati termasuk berkas perkara di pengadilan. Oleh karna 

itu dalam bab ini, akan menjelaskan tentang keberlakuan keputusan Bupati 

Merangin Tentang Pengangkatan Kepala Desa setelah adanya putusan hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara sampai pada Putusan Mahkamah Agung. 

BAB  IV PENUTUP 

Bab  ini  merupakan  bab  penutup  yang  memberikan  Kesimpulan dari 

masalah yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dan disertai dengan 

beberapa saran.  

 

 


